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Kata Pengantar 
 
Tesis ini berjudul Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan judulnya, yang 
dibahas di dalam tesis ini bahwa tindakan penggelapan pajak yang dilakukan 
oleh seorang Notaris/PPAT masuk dalam kategori tidak pidana korupsi. 
Untuk memperjelas maksud dari penulis sebagaimana dijelaskan di 
atas, maka dalam penulisan Tesis ini dibagi dalam empat Bab utama yaitu 
Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan 
Pembahasan, dan yang terakhir adalah Bab IV Penutup. 
Bab I yaitu Pendahuluan, di dalamnya akan dikemukakan latar 
belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kerangka Teori, dan Metode Penelitian 
Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dikemukakan konsep 
perpajakan serta kedudukan pajak dalam keuangan negara, serta akan 
dikemukakan juga konsep tindak pidana penggelapan dan konsep tindak 
pidana korupsi disertai dengan pemenuhan unsur-unsur dalam kedua konsep 
tersebut. 
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Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini berisi 
tentang kasus posisi dari studi kasus penelitian, bagaimana tindakan 
penggelapan pajak yang dilakukan oleh Notaris/PPAT akan memenuhi unsur 
sebagai tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi 
Bab IV Penutup, berisi tentang Kesimpulan dari penelitian ini dan 
bagaiman saran untuk pemikiran dunia hukum kedepannya. 
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Abstraksi 
 
 Penelitian ini berjudul Penggelapan Pajak Oleh 
Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi. Fokus penelitian ini adalah tindakan 
penggelapan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 
tanah dan atau bangunan atau BPHTB yang dilakukan 
oleh Notaris/PPAT. BPHTB adalah masuk dalam kategori 
keuangan negara. Masuknya BPHTB ke dalam kategori 
keuangan negara pada saat terjadinya peralihan hak atas 
tanah atau setelah adanya taatsbestand, sehingga tindakan 
seorang notaris /PPAT yang tidak menyetorkan uang 
BPHTB ke Kas negara adalah tindakan penggelapan uang 
negara yang mengakibatkan kerugian pada keuangan 
negara maka dari itu tindakan tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 
 
Kata Kunci: Pajak, Penggelapan, Korupsi. 
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